
BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR Oè.ajAHUN 2011

TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Dl KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3)

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 02 Tahun
2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan,

maka dipandang perlu menetapkan Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan insentif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan ;

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Bupati

tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Lampung

Selatan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang

Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6

Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk
Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1821);



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4287);

3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4578);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang

Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

15 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat

Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor
04 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PEMANFAATAN INSENTIF BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN Dl KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara

Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4 Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lampung Selatan.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan

6. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung

Selatan
8. Pajak Daerah adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

9 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB
adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah /atau bangunan.

10. Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum
yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang
pribadi atau badan.

11 Hak atas Tanah atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan,
beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang bidang
pertanahan dan bangunan.

12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong

pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.

13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan , perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya;



'■ 4 Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disingkat PPAT adalah Pejabat

umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai

perbuatan hukum tertentu mengenai hak ats tanah atau hak milik atas satuan rumah

susun.
15. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima,

menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang

pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Dinas Pendapatan

Daerah.
16. Bendahara Penerima Pembantu adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk

untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan

mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan

APBD pada unit kerja SKPD.

17 Bank atau Tempat lain yang ditunjuk adalah pihak ketiga yang menerima

pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak.

18. Dokumen terkait Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen

yang menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan tanah dan/atau

bangunan Dokumen ini dapat berupa surat perjanjian, dokumen jual beli, surat

hibah, surat waris, dan Iain-Iain yang memiliki kekuatan hukum

19. Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB, yang selanjutnya disingkat SSPD
BPHTB, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan

pembayaran atau penyetoran pajak terhutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang

ditetapkan oleh Kepala Daerah dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak

atas tanah dan/atau bangunan.

20. Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen legal

penetapan pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan dan satu pihak ke pihak

lain.
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek

dan subyek pajak, penentu besarnya pajak yang terhutang sampai kegiatan
penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

22 Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan

penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam

melaksanakan pemungutan pajak



BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

/ \ Inflnnri Ddlol/cnno Dnmiinniiinn Doiolz Doo Darnlohon Holz'(1) !nssnt!i ascgnKan Kepads ".stans! . siaKsana rgmMuyMUQM . «jqia uta . giu^hqu .
atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan

kepada : /

a. pejabat dan pegavyai instansi pelaksana pemungutan pajak BPHTB sesuai

dengan tanggung jéwab masing-masing;

b. bupati dan wakil bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan

daerah;

c. sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah, dan

d. pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungutan pajak BPHTB.

BAB III
PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 3

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak diberikan insentif atas dasar

pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(3) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima

persen) dari rencana penerimaan pajak dalam Tahun Anggaran berjalan.

(4) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diperuntukkan untuk :

a. Bupati : 0,50% (Nol koma lima puluh persen)

b. Wakil Bupati : 0,25% (Nol koma dua puluh lima persen)

c. Sekretaris Daerah . 0,25% (Nol koma dua puluh lima persen)

. 4% (Empat persen)d Dipenda



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal- hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis

pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal -15 Maret 2011

BUPATI LAMPUNG J3ÉLATAN,
dto

RYCKO MENOZA SZP

2011
Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 1 5 Maret

SEKRETARIS DAERAH KABUfATEN LAMPUNG SELATAN,

dto

SUTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2011 NOMOR


